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Abstract

Background: Life insurance plays a crucial role in balancing financial protection and risk
management, where pre-existing condition clauses function to maintain fairness between premium
payments and actual risks borne by insurers. Specific Background: In Indonesia, the
implementation of these clauses often triggers disputes due to inconsistent interpretations, lack of
regulatory standardization, and low public literacy regarding insurance contracts. Knowledge Gap:
Despite their importance, limited studies examine how effectively these clauses mitigate risk while
maintaining legal certainty amid regulatory ambiguity and practical challenges in underwriting and
proof. Aim: This study evaluates the effectiveness of pre-existing condition clauses as a risk-
mitigation mechanism for Indonesian life insurance companies. Results: Findings show that these
clauses prevent adverse selection, strengthen utmost good faith, and support accurate underwriting,
though effectiveness is hindered by unclear definitions, uneven documentation, agent
miscommunication, and difficulties in proving prior illnesses. Novelty: This research integrates legal,
technical, and consumer-protection perspectives to identify systemic weaknesses that reduce clause
enforceability. Implications: Strengthening regulatory standards, improving transparency, and
enhancing underwriting systems are essential to reduce disputes and reinforce legal certainty in life
insurance governance.

Highlights:

+ Evaluates how pre-existing condition clauses function as a core risk-mitigation tool in
Indonesian life insurance.

» Highlights legal and practical challenges, including regulatory gaps, proof difficulties, and
low insurance literacy.

+ Recommends strengthening regulation, transparency, and underwriting systems to reduce
disputes and enhance legal certainty.
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Pendahuluan

Kebutuhan terhadap layanan perasuransian merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan rumah tangga, karena
berfungsi sebagai instrumen finansial yang membantu keluarga menghadapi risiko ekonomi. Risiko tersebut dapat berasal
dari peristiwa alamiah seperti kematian, maupun dari berbagai kemungkinan kerugian yang menimpa harta benda yang
dimiliki. Dengan demikian, asuransi berperan memberikan perlindungan terhadap beban finansial yang dapat muncul secara
tidak terduga dalam kehidupan rumah tangga [1]. Asuransi jiwa memiliki peranan strategis dalam memberikan
perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak dapat diprediksi, seperti kematian, cacat tetap, atau penyakit Kkritis.
Sebagai mekanisme pengalihan risiko, asuransi jiwa berfungsi membantu keluarga yang ditinggalkan agar tetap memiliki
kepastian ekonomi ketika tertanggung mengalami peristiwa yang menimbulkan kerugian finansial.

Industri asuransi jiwa tidak hanya dituntut memberikan perlindungan kepada tertanggung, tetapi juga harus mengelola
risiko yang berpotensi mengancam keberlanjutan usaha. Pengelolaan risiko dalam industri ini melibatkan proses seleksi
risiko, penilaian kesehatan, dan penyusunan ketentuan polis yang mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban
para pihak. Di dalam asuransi terdapat 6 prinsip dasar yaitu insurable interest, utmost good faith, indemnity, proximate
cause, subrogation, dan contribution[2]. Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar dari penyelenggaraan perasuransian [3].
Dalam hal ini, unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung sangat penting. Penanggung mempercayai bahw a
tertanggung akan memberikan informasi yang benar, sementara tertanggung juga percaya bahwa penanggung akan
memberikan atau membayar ganti rugi [4]. Hal ini menjadi landasan utama agar perusahaan tetap mampu memenuhi
kewajiban pembayaran klaim tanpa mengalami gangguan solvabilitas. Perusahaan asuransi membutuhkan instrumen hukum
yang memungkinkan mereka melakukan mitigasi risiko secara sistematis. Salah satu instrumen yang paling penting adalah
pengaturan mengenai pre-existing condition dalam polis asuransi jiwa.

Pre-existing condition merupakan klausul yang mengatur bahwa kondisi kesehatan tertentu yang sudah ada sebelum
penutupan polis dapat mempengaruhi hak tertanggung untuk menerima manfaat asuransi. Klausul ini digunakan untuk
mencegah penanggung menanggung risiko yang sudah ada sebelumnya tanpa pemberitahuan atau pengungkapan yang
benar dari tertanggung. Secara teori, pengaturan ini memiliki fungsi untuk menjaga keadilan pertukaran antara premi dan
risiko yang ditanggung. Jika tertanggung tidak mengungkapkan kondisi kesehatannya secara benar, perusahaan asuransi
tidak dapat melakukan penilaian risiko secara akurat, sehingga terjadi ketidakseimbangan kontraktual. Oleh karena itu, pre-
existing condition merupakan mekanisme penting untuk menjaga integritas sistem asuransi [5].

Namun, pengaturan pre-existing condition sering kali menimbulkan perdebatan dalam praktik karena klausul ini bergantung
pada kualitas informasi yang disampaikan oleh tertanggung pada saat pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
Dalam banyak kasus, tertanggung menganggap bahwa pengisian SPAJ sepenuhnya dibantu oleh agen, sehingga mereka
tidak memahami konsekuensi hukum dari setiap pernyataan yang tercantum. Padahal, pernyataan dalam SPAJ merupakan
bagian dari deklarasi hukum yang mengikat tertanggung terhadap perusahaan asuransi. Ketidakcermatan dalam proses ini
membuka peluang terjadinya misrepresentasi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut menimbulkan
adanya pelanggaran terhadap prinsip itikad baik ini yaitu menyembunyikan fakta tentang kesehatan diri tertanggung
dengan cara menyampaikan informasi secara tidak jujur [6]. Persoalan tersebut menjadi sumber utama timbulnya sengketa
klaim terkait pre-existing condition.

Persoalan berikutnya terletak pada tantangan pembuktian dalam sengketa klaim. Klausul pre-existing condition
mengharuskan perusahaan asuransi membuktikan bahwa kondisi kesehatan yang menyebabkan klaim memang sudah ada
sebelum polis berlaku. Namun, pembuktian semacam ini sering kali tidak mudah karena memerlukan rekam medis, data
pemeriksaan, serta dokumen pendukung lainnya yang tidak selalu dapat diperoleh secara cepat atau lengkap. Selain itu,
terdapat perbedaan interpretasi mengenai batasan waktu, jenis penyakit, dan tingkat keterkaitan antara kondisi pre-existing
dengan peristiwa yang diklaim. Ketidakjelasan ini menimbulkan ruang sengketa yang cukup besar antara pihak tertanggung
dan penanggung.

Pada sisi regulasi, Indonesia belum memiliki satu aturan komprehensif yang secara normatif mengatur definisi, ruang
lingkup, batasan, dan standar penerapan pre-existing condition. KUHD sebagai peraturan dasar asuransi tidak secara
khusus membahas klausul ini. Undang-Undang Perasuransian pun tidak mengatur detail teknis mengenai kondisi kesehatan
yang tidak boleh ditanggung. Oleh karena itu, perusahaan asuransi mengatur klausul pre-existing condition berdasarkan
kebijakan internal masing-masing, yang dituangkan dalam polis. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan redaksi, perbedaan
ruang lingkup pengecualian, serta perbedaan standar evaluasi antar perusahaan. Keadaan ini memperlemah kepastian
hukum bagi tertanggung dan perusahaan asuransi.

Selain aspek regulasi, faktor internal perusahaan turut memengaruhi efektivitas pengaturan pre-existing condition. Banyak
perusahaan asuransi belum memiliki sistem pemeriksaan kesehatan awal (underwriting) yang memadai. Beberapa
perusahaan bahkan mengadopsi sistem underwriting minimal untuk menarik jumlah nasabah lebih besar, tetapi kemudian
menolak klaim ketika ditemukan adanya pre-existing condition. Praktik ini merugikan konsumen karena menimbulkan kesan
bahwa perusahaan menjual produk asuransi secara agresif tanpa mengevaluasi risiko secara bertanggung jawab. Pada saat
yang sama, praktik ini juga membahayakan industri karena meningkatkan volume sengketa dan menurunkan reputasi
asuransi di mata publik.

Berdasarkan keseluruhan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengaturan pre-existing condition
dalam polis asuransi jiwa merupakan isu yang sangat relevan dan penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian yang
mengkaji efektivitas klausul ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan industri asuransi, baik dari
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aspek hukum, aspek teknis, maupun aspek perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana
pengaturan yang ada saat ini mampu berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko yang efektif bagi perusahaan asuransi di
Indonesia. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kelemahan regulasi, potensi multitafsir dalam polis, serta
faktor-faktor internal yang memengaruhi penerapan klausul tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu bagaimana pengaturan mengenai pre-existing
condition dalam polis asuransi jiwa di Indonesia berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko bagi perusahaan asuransi,
serta apa saja kendala hukum yang dihadapi perusahaan asuransi dalam menerapkan klausul tersebut dan bagaimana
efektivitasnya dalam mencegah terjadinya sengketa klaim. Kajian ini menjadi penting mengingat klausul pre-existing
condition sering kali menimbulkan interpretasi berbeda antara penanggung dan tertanggung, sehingga perlu dianalisis
sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, serta
meminimalkan potensi perselisihan dalam praktik pengelolaan klaim asuransi jiwa di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan ketentuan
hukum [7], khususnya yang mengatur pre-existing condition dalam polis asuransi jiwa di Indonesia. Pendekatan ini
menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang
Perasuransian, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta doktrin hukum kontrak yang berkaitan dengan asas utmost good
faith, keterbukaan informasi, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini juga memanfaatkan metode penafsiran hukum
untuk memahami ruang lingkup, batasan, dan ketentuan pengecualian yang digunakan dalam penyusunan polis, sekaligus
mengevaluasi efektivitasnya sebagai mekanisme mitigasi risiko bagi perusahaan asuransi. Selain itu, analisis dilakukan
terhadap konsep-konsep hukum yang memengaruhi pembentukan klausul pre-existing condition, termasuk standar
pembuktian, prinsip kehati-hatian, dan pengaturan mengenai hubungan hukum antara penanggung, tertanggung, dan agen
asuransi [8].

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Mengenai Pre-Existing Condition dalam Polis Asuransi Jiwa di Indonesia
Sebagai Mekanisme Mitigasi Risiko Bagi Perusahaan Asuransi

Pengaturan mengenai pre-existing condition dalam polis asuransi jiwa memiliki fungsi strategis dalam menjaga
keseimbangan risiko antara penanggung dan tertanggung. Klausul ini disusun untuk memastikan bahwa perusahaan hanya
menanggung risiko yang benar-benar terjadi setelah polis berlaku, bukan risiko yang sudah muncul sebelumnya. Dalam
konteks ini, pre-existing condition bertindak sebagai mekanisme filter yang mencegah perusahaan asuransi menanggung
beban risiko yang tidak sesuai dengan besaran premi yang dibayarkan. Melalui instrumen tersebut, perusahaan dapat
mencegah kondisi dimana tertanggung memanfaatkan asimetri informasi untuk memperoleh manfaat secara tidak wajar.
Oleh karenanya, kedudukan klausul pre-existing condition menjadi sangat penting dalam hubungan kontraktual asuransi.

Selain itu, keberadaan pre-existing condition dalam polis sangat berkaitan dengan prinsip itikad baik (utmost good faith)
yang menjadi asas fundamental dalam hukum asuransi. Prinsip tersebut menuntut agar calon tertanggung memberikan
informasi secara jujur dan menyeluruh mengenai kondisi kesehatannya sebelum polis diterbitkan. Ketidakjujuran atau
pengungkapan yang tidak lengkap dapat mengganggu proses penilaian risiko, bahkan berpotensi menimbulkan moral
hazard. Oleh karena itu, pre-existing condition bukan hanya sekadar klausul teknis, melainkan perangkat yang menguatkan
fungsi prinsip hukum dalam menjaga keseimbangan kontrak. Dalam hal ini, perusahaan juga berkewajiban untuk
memberikan informasi yang lengkap serta risikonya kepada calon tertanggung [9]. Dengan menyelaraskan klausul ini
dengan asas itikad baik, perusahaan dapat menekan risiko ketidakpatuhan informasi dari tertanggung.

Dalam perspektif underwriting, pre-existing condition menjadi dasar utama bagi perusahaan asuransi untuk melakukan
klasifikasi risiko secara akurat. Underwriting yang efektif bergantung pada dua komponen utama, yaitu informasi kesehatan
yang akurat dan mekanisme evaluasi risiko yang objektif. Tanpa informasi tersebut, perusahaan tidak memiliki gambaran
yang tepat mengenai risiko yang sebenarnya. Klausul pre-existing condition kemudian memberikan legitimasi bagi
perusahaan untuk memperoleh dan mengevaluasi informasi tersebut. Karena itu, keberhasilan proses underwriting sangat
terkait dengan keberadaan pengaturan pre-existing condition yang jelas dan dapat dilaksanakan.

Selain itu, klausul pre-existing condition pada dasarnya merupakan mekanisme pencegahan terjadinya adverse selection,
yaitu fenomena ketika calon tertanggung dengan risiko tinggi justru lebih terdorong untuk membeli polis asuransi. Jika
perusahaan menerima calon tertanggung tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan sebelumnya, perusahaan akan
menghadapi risiko besar yang tidak sejalan dengan premi yang dibayarkan. Konsekuensinya adalah meningkatnya
pembayaran klaim yang dapat mengganggu rasio solvabilitas perusahaan. Dengan adanya pre-existing condition,
perusahaan dapat menolak atau memberikan pengecualian manfaat terhadap kondisi tertentu yang telah ada sebelum polis
berlaku. Dengan demikian, adverse selection dapat diminimalisasi sejak awal proses seleksi risiko [10].

Klausul pre-existing condition juga memiliki implikasi langsung pada proses manajemen risiko perusahaan yang bersifat
jangka panjang. Perusahaan asuransi tidak hanya berfokus pada pembayaran klaim saat ini, tetapi juga pada kemampuan
finansial untuk menanggung risiko di masa mendatang. Risiko kumulatif dari tertanggung dengan kondisi medis yang tidak
diungkapkan dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan secara perlahan. Dengan adanya pre-existing condition,
perusahaan memiliki landasan hukum untuk menolak klaim yang disebabkan oleh kondisi yang tidak diungkapkan, sehingga
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kerugian dapat diminimalisasi. Mekanisme ini membantu perusahaan untuk mempertahankan kesinambungan
operasionalnya.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, keberadaan pre-existing condition tidak diatur secara terperinci dalam peraturan
perundang-undangan, tetapi diakui keberlakuannya melalui kerangka hukum kontrak dan prinsip asuransi. KUHD
menekankan kewajiban disclosure dari tertanggung, sedangkan UU Perasuransian menekankan pentingnya tata kelola
perusahaan dan perlindungan konsumen. Regulasi OJK juga memberikan pedoman mengenai kewajiban transparansi
informasi kepada konsumen [11]. Oleh sebab itu, meskipun tidak diatur secara spesifik, pre-existing condition tetap sah dan
mengikat karena selaras dengan prinsip umum perasuransian. Hal ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk
menetapkan klausul sesuai kebutuhan manajemen risiko.

Efektivitas pre-existing condition tidak hanya ditentukan oleh kualitas redaksional dalam polis, tetapi juga oleh proses
komunikasi antara agen dan calon tertanggung. Banyak sengketa klaim muncul karena tertanggung merasa tidak diberikan
penjelasan yang memadai mengenai arti dan ruang lingkup klausul ini. Apabila agen tidak menjelaskan klausul dengan
benar, tertanggung berpotensi tidak memahami konsekuensinya dan menganggap penolakan klaim sebagai tindakan yang
tidak adil. Oleh sebab itu, perusahaan harus memastikan bahwa agen memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman
hukum yang memadai. Peningkatan kualitas tenaga pemasaran menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya mitigasi
risiko.

Selain itu, perusahaan asuransi juga harus mengembangkan sistem administrasi yang mampu mendukung pelaksanaan pre-
existing condition secara efektif. Sistem ini mencakup dokumentasi medis, basis data riwayat kesehatan, serta sistem
evaluasi risiko berbasis teknologi. Dengan dukungan sistem informasi yang kuat, perusahaan dapat memeriksa keabsahan
informasi kesehatan tertanggung secara lebih cepat dan akurat. Ketika perusahaan memiliki data yang memadai, proses
pengambilan keputusan terhadap klaim dapat dilakukan secara objektif berdasarkan bukti medis. Penguatan sistem internal
ini merupakan elemen penting yang meningkatkan efektivitas mitigasi risiko.

Dari perspektif yuridis, pre-existing condition berfungsi sebagai dasar pembuktian dalam sengketa klaim. Ketika klaim
diajukan, perusahaan harus membuktikan bahwa penyakit yang menjadi dasar klaim telah ada sebelum polis aktif.
Pembuktian tersebut tidak dapat dilakukan semata-mata melalui dugaan, tetapi harus didukung oleh rekam medis atau bukti
dokter yang kompeten. Oleh karena itu, perusahaan memiliki beban pembuktian yang cukup berat dan harus memastikan
bahwa pemeriksaan kesehatan awal maupun pengumpulan data riwayat medis dilakukan dengan baik. Apabila pembuktian
dapat dilakukan secara kuat, perusahaan dapat menggunakan pre-existing condition sebagai dasar hukum penolakan klaim

[12].

Klausul pre-existing condition juga memiliki dampak positif bagi konsumen dalam jangka panjang karena mampu menjaga
stabilitas industri asuransi. Ketika perusahaan mampu mempertahankan rasio klaim yang sehat, manfaat asuransi dapat
diberikan secara berkelanjutan kepada seluruh pemegang polis. Sebaliknya, jika perusahaan menanggung risiko berlebihan,
akan terjadi ketidakseimbangan keuangan yang membahayakan pembayaran klaim lain. Konsumen pada akhirnya akan
dirugikan apabila perusahaan mengalami gangguan solvabilitas atau bahkan kebangkrutan. Dengan demikian, pre-existing
condition juga berfungsi melindungi kepentingan tertanggung secara tidak langsung.

B. Kendala Hukum yang Dihadapi Perusahaan Asuransi dalam Menerapkan Klausul Pre-
Existing Condition serta Efektivitas dalam Mencegah Sengketa Klaim

Penerapan klausul pre-existing condition pada polis asuransi jiwa menghadapi berbagai kendala hukum yang berawal dari
ketidaksamaan interpretasi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Klausul pengecualian sering dirumuskan
menggunakan istilah medis dan bahasa hukum yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum, sehingga memunculkan
penafsiran berbeda mengenai batasan kondisi penyakit yang termasuk ke dalam definisi pre-existing. Ketidakjelasan
pengertian inilah yang kemudian menjadi celah bagi timbulnya sengketa, karena perusahaan menganggap kondisi tertentu
sudah ada sebelumnya, sedangkan tertanggung merasa bahwa pengecualian tersebut tidak pernah dijelaskan secara rinci.
Situasi ini mencerminkan bahwa ketidakjelasan redaksional berperan besar dalam menurunkan kepastian hukum yang
seharusnya menjadi dasar penyusunan perjanjian asuransi.

Kendala lain yang sering muncul berkaitan dengan proses underwriting yang tidak selalu menghasilkan pengungkapan
informasi medis secara lengkap dari calon tertanggung. Pada praktiknya, masih banyak pemohon asuransi yang tidak
memahami bahwa keterbukaan informasi merupakan kewajiban hukum yang menentukan sah tidaknya perjanjian asuransi.
Informasi medis yang tidak akurat, baik karena ketidaktahuan maupun kesengajaan menyembunyikan kondisi tertentu,
menyebabkan perusahaan kesulitan menilai risiko secara tepat. Ketika kemudian terjadi klaim, perusahaan harus
membuktikan bahwa penyakit tersebut telah ada sebelum polis berlaku, dan proses pembuktian ini tidak jarang
menimbulkan perdebatan mengenai siapa sesungguhnya yang gagal memenuhi asas utmost good faith. Kondisi ini
memperlihatkan bahwa integritas informasi awal menjadi faktor kunci dalam efektivitas penerapan klausul pre-existing
condition[13].

Selain itu, belum adanya standar regulasi yang eksplisit mengenai pre-existing condition turut menambah kompleksitas
penerapan klausul ini. Regulasi asuransi di Indonesia sebenarnya telah mengatur kewajiban penyampaian fakta material
serta kewajiban perusahaan memberikan informasi yang benar, namun tidak secara rinci mengatur definisi atau batasan pre-
existing condition[14]. Akibatnya, setiap perusahaan asuransi menyusun definisi sendiri yang seringkali berbeda satu sama
lain, sehingga menimbulkan ketidakterseragaman dalam praktik industri. Ketidakseragaman ini menyulitkan pemegang
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polis memahami hak dan kewajiban mereka, sekaligus membuat kedudukan perusahaan asuransi menjadi kurang kuat
ketika menghadapi sengketa. Ketiadaan standar tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi merupakan kebutuhan
mendesak untuk meningkatkan kepastian hukum.

Di sisi lain, tantangan pembuktian medis juga menjadi kendala signifikan bagi perusahaan asuransi dalam menerapkan
klausul pre-existing condition. Untuk menunjukkan bahwa suatu penyakit telah ada sebelum polis berlaku, perusahaan
membutuhkan rekam medis masa lalu yang lengkap dan dapat diverifikasi. Namun, tidak semua fasilitas kesehatan memiliki
dokumentasi medis yang konsisten atau dapat diakses tanpa persetujuan tertanggung, sehingga proses pembuktian menjadi
tidak mudah dilakukan. Beberapa penyakit juga bersifat progresif dan tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga
batas waktu keberadaan penyakit menjadi sulit ditentukan secara pasti. Keadaan ini kerap dimanfaatkan oleh pemegang
polis untuk menolak argumentasi perusahaan bahwa penyakit tersebut termasuk pre-existing.

Rendahnya literasi hukum dan literasi asuransi di masyarakat semakin memperparah persoalan terkait penerapan klausul
pre-existing condition. Banyak pemegang polis yang tidak memahami bahwa polis asuransi merupakan kontrak yang
mengikat dan bahwa setiap ketentuan, termasuk pengecualian, memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Ketidaktahuan
terhadap isi polis sering membuat tertanggung merasa dirugikan ketika klaim ditolak, meskipun ketentuan pengecualian
sebenarnya sudah diatur sejak awal. Selain itu, peran agen asuransi yang tidak selalu memberikan penjelasan secara
memadai turut berkontribusi terhadap ketidaksesuaian pemahaman konsumen mengenai ruang lingkup perlindungan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas klausul tidak hanya bergantung pada isi polis, tetapi juga pada kualitas edukasi
yang diberikan kepada calon tertanggung [15].

Efektivitas klausul pre-existing condition sebagai instrumen mitigasi risiko sering menurun ketika terjadi ketidaksesuaian
antara proses pemasaran dan substansi polis. Beberapa agen asuransi lebih fokus pada pencapaian target penjualan dan
cenderung mengabaikan kewajiban penjelasan yang komprehensif mengenai batasan pertanggungan. Ketika agen tidak
memberikan penjelasan secara memadai, tertanggung membentuk ekspektasi yang tidak realistis mengenai manfaat
pertanggungan, sehingga penolakan klaim dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang. Perbedaan ekspektasi ini
berpotensi menimbulkan sengketa yang sebenarnya dapat dicegah apabila edukasi sejak awal dilakukan secara transparan.
Oleh karena itu, keberhasilan klausul pre-existing condition dalam mencegah sengketa tidak hanya terkait dengan
rumusannya, tetapi juga dengan cara penyampaiannya.

Kendala lain muncul ketika sengketa terkait pre-existing condition dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa seperti OJK
atau LAPS SJK, yang cenderung lebih berorientasi pada perlindungan konsumen. Lembaga-lembaga tersebut sering menilai
penolakan klaim sebagai tidak sah apabila perusahaan tidak dapat membuktikan bahwa ketentuan pengecualian telah
dijelaskan secara jelas kepada tertanggung. Bahkan, beberapa putusan pengadilan menunjukkan kecenderungan bahwa
perusahaan harus membuktikan bukan hanya keberadaan pre-existing condition, tetapi juga adanya transparansi pada saat
kontrak dibentuk. Sikap kehati-hatian lembaga penyelesaian sengketa ini menunjukkan bahwa dokumentasi perusahaan
harus sangat lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penerapan klausul pre-
existing condition menuntut standar pembuktian yang tinggi [16].

Simpulan

Kendala hukum yang dihadapi perusahaan asuransi menunjukkan bahwa efektivitas klausul pre-existing condition sangat
bergantung pada ketepatan proses underwriting, kualitas edukasi konsumen, serta kemampuan perusahaan menyediakan
bukti tertulis yang memadai. Apabila satu saja elemen tersebut tidak berjalan optimal, maka peluang timbulnya sengketa
semakin besar dan efektivitas klausul sebagai mekanisme mitigasi risiko menjadi berkurang. Untuk meningkatkan
efektivitasnya, diperlukan perbaikan menyeluruh, termasuk harmonisasi regulasi agar terdapat standar baku dalam
mendefinisikan pre-existing condition. Selain itu, perusahaan perlu memperbarui praktik internalnya dengan memperkuat
dokumentasi, menyempurnakan pelatihan agen, dan meningkatkan kualitas komunikasi kepada calon tertanggung. Langkah-
langkah tersebut menjadi dasar bagi terciptanya industri asuransi yang lebih transparan dan akuntabel.
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